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Monitoring 

• Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi 
tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang 
dilaksanakan. 

• Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang 
diimplementasikan. 

• Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan 
dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang 
lebih besar. 

Tujuan monitoring: 

• Manjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan 
tujuan dan sasaran. 

• Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko 
yang lebih besar. 

• Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil 
monitoring mengharuskan untuk itu. 

Data dan Informasi untuk monitoring: 

• Metode dokumentasi: dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan 
tahunan/semesteran/bulanan. 

• Metode survei: tujuannya untuk menjaring data dari para stakeholders, 
terutama kelompok sasaran. 

• Metode observasi lapangan: untuk mengamati data empiris di lapangan 
dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian 
tentang proses dari kebijakan. Dapat digunakan untuk melengkapi 
metode survei. 
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• Metode wawancara: pedoman wawancara yang menanyakan berbagai 
aspek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan perlu 
dipersiapkan. 

• Metode campuran: misalnya campuran antara metode dokumentasi dan 
survei, atau metode survei dan observasi, atau dengan menggunakan 
ketiga atau bahkan keempat metode di atas 

• Metode FGD: dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan 
para stakeholdersyang bervariasi. Dengan cara demikian, maka 
berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh melalui cross 
check data dan informasi dari berbagai sumber. 

  

Jenis-jenis Monitoring: 

• Kepatuhan (compliance): jenis monitoring untuk menentukan tingkat 
kepatuhan implementor terhadap standar dan prosedur yang telah 
ditetapkan. 

• Pemeriksaaan (auditing): jenis monitoring untuk melihat sejauh mana 
sumberdaya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran. 

• Akuntansi (accounting): jenis monitoring untuk mengkalkulasi 
perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan 
suatu kebijakan. 

• Eksplanasi (explanation): jenis monitoring untuk menjelaskan adanya 
perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan. 

Pendekatan terhadap Monitoring: 

• Akuntansi sistem sosial: pendekatakan monitoring untuk mengetahui 
perubahan kondisi sosial yang objektif dan subjektif dari waktu ke 
waktu. 

• Eksperimental sosial: pendekatan monitoring untuk mengetahui 
perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok eksperimen 
dengan cara membandingkan dengan kelompok kontrol. 

• Akuntansi sosial: pendekatan monitoring yang berusaha untuk 
mengetahui hubungan antara masukan, proses, keluaran/hasil, dan 
dampak. 

• Sintesis riset dan praktek: pendekatan monitoring yang menerapkan 
kompilasi, perbandingan, dan pengujian secara sistematis terhadap 
hasil-hasil dari implementasi kebijakan publik di masa lampau. 

Evaluasi 



Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. 
Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup 
waktu. 

Tujuan Evaluasi 

• Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi maka 
dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. 

• Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat 
diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. 

• Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas 
pengeluaran atau output dari suatu kebijakan. 

• Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat 
dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif. 

• Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui 
adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan 
cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian 
target. 

• Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk 
memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan 
kebijakan yang lebih baik. 

Alasan Evaluasi Kebijakan 

• Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan: seberapa jauh 
suatu kebijakan mencapai tujuannya. 

• Untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal: dengan 
melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu 
kebijakan berhasil atau gagal. 

• Memenuhi akuntabilitas publik: dengan melakukan penilaian kinerja 
suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana 
dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah. 

• Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan: apabila tidak 
dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para stakeholders, 
terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari 
sebuah kebijakan atau program. 

• Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama: evaluasi kebijakan 
bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan 
kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang 
sama. 



Pendekatan evaluasi 

• Evaluasi Semu: pendekatan evaluasi yang menggunakan metode 
deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid 
mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai 
dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. 

• Evaluasi formal: pendekatan evaluasi yang menggunakan metode 
deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid 
mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan 
yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. 

• Evaluasi keputusan teoritis: pendekatan evaluasi yang menggunakan 
metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan 
valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan 
oleh berbagai stakeholders. 

Indikator Evaluasi 

• Efektivitas: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. 
• Kecukupan: seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat 

memecahkan masalah? 
• Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada 

kelompok masyarakat berbeda? 
• Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai 

kelompok dan dapat memuaskan mereka? 
• Ketepatan: apakah hasil yang dicapai bermanfaat? 

Metode Evaluasi 

• Single program after-only: pengukuran kondisi dilakukan sesudah 
program, tidak ada kelompok kontrol, dan informasi yang diperoleh dari 
keadaan kelompok sasaran. 

• Single program before-after: pengukuran kondisi dilakukan  sebelum 
dan sesudah program, tidak ada kelompok kontrol, dan informasi yang 
diperoleh dari perubahan kelompok sasaran. 

• Comparative after-only: pengukuran kondisi dilakukan sesudah 
program, ada kelompok kontrol, dan informasi yang diperoleh dari 
keadaan kelompok sasaran dan kelompok kontrol. 

• Comparative before-after: pengukuran kondisi dilakukan sebelum 
dan  sesudah program, ada kelompok kontrol, dan informasi yang 
diperoleh dari efek program terhadap kelompok sasaran dan kelompok 
kontrol. 



  

Kendala Evaluasi 

• Kendala psikologis: banyak aparat pemerintah masih alergi terhadap 
kegiatan evaluasi, karena dipandang berkaitan dengan prestasi dirinya. 

• Kendala ekonomis: kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak 
sedikit, seperti biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data, biaya 
untuk para staf administrasi, dan biaya untuk para evaluator. 

• Kendala teknis: evaluator sering dihadapkan pada masalah tidak 
tersedianya cukup data dan informasi yang up to date. 

• Kendala politis: evaluasi sering terbentur dan bahkan gagal karena 
alasan politis. Masing-masing kelompok bisa jadi saling menutupi 
kelemahan dari implementasi suatu program dikarenakan 
ada deal atau bargaining politik tertentu. 

• Kurangnya jumlah evaluator: pada berbagai lembaga pemerintah, 
kurang tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi 
melakukan evaluasi. Hal ini karena belum terciptanya  budaya evaluasi, 
sehingga peemrintah tidak memiliki program yang jelas untuk 
mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang 
evaluasi. 
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